BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan pada bab sebelumnya terkait temuan
tentang peran Camat dalam pengawasan dan pembinaan pemerintahan desa
berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di bawah ini, peneliti membuat

beberapa poin peningkatan. Kesimpulan penelitian, yaitu:

1. Camat tersebut di atas dan peneliti yang merupakan direktur Camat
menyimpulkan bahwa Camat telah melakukan pengawasan dan pembinaan yang
baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tapi ada faktor lain
yang peneliti tunjukkan. Pemerintah desa kurang memiliki pengetahuan dan
keahlian untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kecenderungan ini
jelas tercermin dari keterbelakangan pendidikan, dan masih cukup banyak kepala
desa dan jebakan desa yang tidak kompeten di bidangnya masing-masing.

2. Camat tidak memiliki program kerja yang terstruktur secara sistematis. Dalam
praktiknya, pengelola kecamatan hanya memberikan pembinaan dan pengawasan
secara terbatas. Program Kamat pembinaan dan pengawasan pemerintah desa
hanya diberikan secara umum dan kecamatan tidak termasuk dalam uraian
program. kecamatan bukan lagi merupakan satuan pemerintahan daerah tetapi
merupakan satuan kerja atau satuan pelayanan langsung maupun tidak langsung,
sebagai perangkat desa-desa di wilayah dan kecamatan, khususnya di kecamatan

Wera.
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5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti dapat memberikan
saran sebagai berikut.

1. Camat diharapkan dapat bekerjasama dengan semua pihak dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya sehingga dapat beroperasi secara
optimal dan efektif dalam melaksanakan tugasnya.

2. Untuk mencapai kualitas pemerintahan yang efektif dan efisien, sangat
penting untuk memilih perangkat kecamatan yang kompeten di bidangnya

agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
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